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ABSTRAK 
Wahyu Maizal (B11110173), Tinjauan Hukum Penyertaan Modal 
Daerah Pada BUMD Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Luwu Timur, dibimbing oleh Aminuddin Ilmar (selaku 
Pembimbing I) dan Naswar (selaku Pembimbing II).  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Penyertaan 
Modal daerah pada BUMD dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 
di Kabupaten Luwu Timur. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk 
mengetahui konsekuensi yuridis Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 
dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Timur.  
Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 
Luwu Timur, dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Luwu Timur 
antara lain yaitu : PT. Bumi Timur Agro, PT. Timur Investama, PT. Bumi 
Timur Mining, dan PT. Bumi Timur Energi. Penelitian ini dilakukan dengan 
mengkaji kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat 
dalam skripsi ini. Serta pengkajian data-data berupa dokumen-dokumen 
yang akan dianalisis, serta wawancara dari beberapa pihak dan data 
lainnya yang dapat dijadikan sebagai data sekunder untuk menunjang 
penelitian yang selanjutnya dapat digunakan untuk mendukung dalam 
penulisan skripsi ini.  
Temuan yang dapat diperoleh bahwa pengelolaan penyertaan 
modal daerah pada keempat BUMD yang baru dibentuk oleh Pemerintah 
Kabupaten Luwu Timur menunjukkan lemahnya perencanaan. 
Berdasarkan informasi dari DPPKAD dokumen perencanaan investasi 
daerah yang dituangkan dalam rencana kegiatan investasi pemerintah 
daerah untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Permendagri 
dimaksud pasal 15 diketahui tidak ada. Pengelolaan BUMD di Kabupaten 
Luwu Timur belum memperhatikan asas-asas yang menjadi dasar 
pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah yaitu asas fungsional, 
asas kepastian hukum, asas efisiensi, asas akuntabilitas, dan asas 
kepastian nilai. Belum adanya hasil yang diberikan oleh keempat BUMD 
yang baru berjalan selama kurang lebih satu tahun yang masing-
masingnya didirikan pada tahun 2013. Hal ini disebabkan oleh lemahnya 
pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD, dimana tidak adanya dasar 
atau payung hukum yang jelas dalam mengelola BUMD ini.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Pembangunan Daerah memerlukan sumber pendanaan yang tidak 
sedikit jumlahnya guna menjamin kelangsungan pembangunan daerah 
yang bersangkutan. Untuk melaksanakan otonomi daerah yang luas dan 
bertanggung jawab, setiap daerah memerlukan kewenangan dan 
kemampuan untuk menggali sumber daya yang ada di daerahnya masing-
masing, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun. 
Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan penggalian sumber dana 
daerah yang cukup untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan 
pembangunan maupun otonomi daerah. 
Berkaitan dengan sumber pendanaan tersebut, modal tidak hanya 
berasal dari pendanaan pemerintah daerah sendiri, tetapi juga berasal 
dari bantuan pemerintah pusat. Otonomi daerah secara luas, nyata, dan 
bertanggung jawab yang dilimpahkan pemerintah pusat kepada daerah 
menuntut pemerintah daerah membentuk badan yang mempunyai tugas 
untuk mengelola keuangan daerah dan kekayaan daerah. Kabupaten 
Luwu Timur sebagai daerah otonom juga memiliki badan yang berfungsi 
mengelola keuangan dan kekayaan daerah yaitu dengan membentuk 
Dinas Pendapatan Daerah.  
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan usaha yang dimiliki 
oleh pemerintah daerah, dimana tujuannya adalah sebagai salah satu 
sumber penerimaan daerah (PAD). Tapi pada kenyataannya bahwa 
2 
BUMD yang ada selama ini belum mampu memberikan kontribusi yang 
signifikan terhadap PAD, justru lebih banyak suntikan dana dari 
pemerintah daerah daripada keuntungan yang di dapat. Kondisi tersebut 
menjadi beban bagi APBD. Sehingga apa yang menjadi tujuan berdirinya 
BUMD adalah sebagai salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah 
tidak tercapai. 
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur berkedudukan 
sebagai unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang 
kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. Dinas ini mempunyai tugas membantu Bupati 
dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan 
keuangan dan kekayaan daerah. Dalam menyelenggarakan tugas 
sebagaimana dimaksud, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi 
perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan 
kekayaan daerah dan pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah. 
Bahwa dalam rangka menggali sumber potensi dan 
mengoptimalkan pendayagunaan asset daerah serta peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah daerah dapat melakukan 
penyertaan modal kepada perusahaan.   
Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari 
sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan 
Asli Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu 
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komponen sumber pendapatan daerah sebagaimana yang telah diatur 
dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah, berdasarkan pasal tersebut disimpulkan bahwa 
sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur dengan 
uang karena kewenangan (otoritas) yang diberikan masyarakat dapat 
berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah. 
Dalam pasal 79 mengisyaratkan bahwa dalam penyelenggaraan 
fungsi-fungsi pemerintahan daerah, kepala daerah Kabupaten/Kota. 
Dengan kata lain, diharapkan kepada kepala daerah Kabupaten/Kota 
didalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 
daerah tidak terus menerus selalu menggantungkan dana (anggaran) dari 
pusat melalui pembagian dana perimbangan. Dalam administrasi 
keuangan daerah PAD adalah pendapatan daerah yang diurus dan 
diusahakan sendiri oleh daerah yang dimaksud sebagai sumber PAD 
guna pembangunan dan pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan 
yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan 
dengan sumber-sumber diluar pendapatan asli daerah, karena 
Pendapatan Asli Daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan 
inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) 
sifatnya lebih terikat. Dengan penggalian dan peningkatan pendapatan 
asli daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan 
kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah. 
Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, 
pemerintah memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi 
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daerah dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
otonomi daerah1 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah2. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah kewenangan daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan Kewenangan daerah mencakup 
kewenangan pemerintahan, mulai dari sistem perencanaan, pembiayaan 
maupun pelaksanaannya. 
Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka dikenal 
pula istilah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal berarti pendelegasian 
kewenangan dan tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat kepada 
pemerintah daerah. Dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi 
fiskal, maka daerah diberikan kebebasan untuk mengatur sistem 
pembiayaan dan pembangunan daerahnya sesuai dengan potensi dan 
kapasitasnya masing-masing. 
Berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa 
setiap penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal kepada 
perusahaan daerah harus diatur dalam perda tersendiri tentang 
penyertaan atau penambahan modal.  Perlu diingat, bahwa penyertaan 
                                                             
1
  Pasal 1 angka 5 undang- undang nomor 32 tahun 2004 tentang  otonomi daerah. 
2
  Pasal 1 angka 3 undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah                      
pusat dan pemerintah daerah. 
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modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan 
disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam 
peraturan daerah tentang penyertaaan modal daerah.  Penyertaan modal 
oleh Pemda bersumber dari APBD tahun anggaran berjalan pada saat 
penyertaan atau penambahan penyertaan modal tersebut dilakukan.  
Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan 
perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perlu 
diciptakan suatu iklim usaha dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah 
yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, dengan upaya-upaya dan  
usaha untuk menambah dan mengembangkan sumber pendapatan 
asli daerah dengan menyertakan modal daerah pada Badan Usaha Milik 
Daerah. Dalam rangka hal tersebut Pemerintah Kabupaten Luwu Timur 
bersama DPRD Kabupaten Luwu Timur menetapkan Peraturan Daerah 
Nomor 4 tahun 2013 tentang penyertaan modal daerah pada BUMD 
dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah wilayah Kabupaten Luwu 
Timur. 
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki kedudukan sangat 
penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi. Oleh 
karena itu, BUMD perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar 
menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, 
baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan 
perekonomian daerah.   
Masalah BUMD dari aspek pemerintahan adalah, institusi BUMD 
masih diperlakukan sama dengan institusi pemerintah, padahal ketika 
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pemerintah daerah mendirikan sebuah badan usaha statusnya dan 
pengelolaannya mengikuti kaidah hukum privat dalam hal ini hukum 
bisnis. Di Kabupaten Luwu Timur didalam pelaksanaannya masih 
mengandalkan Bupati didalam pelaksanaan kebijakan. Menurut penulis, 
karena BUMD bukan merupakan instansi pemerintah maka bupati 
seyogyanya menunjuk pejabat untuk bertindak mewakili pemerintah 
daerah duduk dalam kepengurusan perusaaan. Badan hukum publik dan 
badan hukum privat memiliki perbedaan secara prinsipil dalam 
pengelolaan kekuangannya. Badan hukum publik mengelola keuangannya 
tunduk pada hukum publik dan badan hukum privat mengelola 
keuangannya tunduk pada hukum privat. Sebagai contoh, negara sebagai 
badan hukum publik dalam mengelola keuangannya tunduk pada 
peraturan yang terkait dengan keuangan negara.sementara itu, badan 
usaha milik negara sebagai persero dalam mengelola keuangannya 
tunduk pada hukum privat yang terkait dengan harta kekayaan yang 
dimilikinya.3 
Namun apa yang terjadi di dalam praktik dewasa ini dalam 
pelaksanaannya, BUMD masih saja dianggap sebagai instansi pemerintah 
dan pengelolaannya menurut kepada hukum publik sebagai contoh 
pemeriksaan atas laporan keuangan oleh BPK yang menurut penulis 
seharusnya diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik. Untuk melihat 
bagaimana konsekuensi yuridis setelah daerah menyertakan modalnya 
pada BUMD sebagai salah satu putra daerah penulis merasa memiliki 
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Muhammad Djafar, Saidi , Ibid, Hal. 18.  
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rasa tanggung jawab untuk memajukan daerah kelahiran dan serta latar 
belakang Kabupaten Luwu Timur yang kaya dengan berbagai sumber 
daya alam.  
Untuk mengetahui akibat hukum terhadap saham BUMD dalam 
penyertaan modal pada BUMD di Kabupaten Luwu Timur dan untuk 
mengetahui batasan kewenangan daerah dalam pengelolaan Kekayaan 
daerah yang telah dipisahkan dalam penyertaan modal daerah di BUMD 
maka penulis memfokuskan untuk meneliti sebagai salah satu syarat 
kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan judul skripsi 
“Analisis Hukum Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD Dalam 
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Wilayah Kabupaten Luwu Timur.” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskanlah beberapa 
masalah berikut : 
1. Bagaimana pengelolaan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 
dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu 
Timur ? 
2. Apa konsekuensi yuridis Penyertaan Modal Daerah pada BUMN 
dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu 
Timur ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka menurut penulis 
tujuan penelitian adalah: 
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1. Untuk mengetahui Bagaimana pengelolaan Penyertaan Modal Daerah 
pada BUMD dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 
Luwu Timur. 
2. Untuk mengetahui konsekuensi yuridis Penyertaan Modal Daerah pada 
BUMN dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu 
Timur.  
 
D. Manfaat Penelitian  
1. Secara teoritis, dapat menambah dan memperluas wawasan pada 
penelitian dan dapat menerapkan teori-teori yang telah diperoleh 
selama peneliti kuliah di Fakultas Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin Makassar. 
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 
sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan 
pemikiran bagi unsur pemerintah daerah dalam pelaksanaan 
otonomi daerah yang bermanfaat bagi Dinas Pendapatan Daerah 
Kabupaten Luwu Timur. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tinjauan tentang Penyertaan Modal Daerah (PMD) 
1. Pengertian Penyertaan Modal Daerah  
Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan 
modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah, dan/atau dengan 
badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah 
badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan 
tertentu.4 Dalam APBD, penyertaan modal pemerintah daerah kedalam 
perusahaan daerah adalah salah satu bentuk kegiatan/usaha pemda 
untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mensejahterakan 
masyarakat.  Berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan 
bahwa setiap penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal 
kepada perusahaan daerah harus diatur dalam perda tersendiri tentang 
penyertaan atau penambahan modal.  Perlu diingat, bahwa penyertaan 
modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan 
disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam 
peraturan daerah tentang penyertaaan modal daerah berkenaan.  
Penyertaan modal oleh Pemda bersumber dari APBD tahun anggaran 
berjalan pada saat penyertaan atau penambahan penyertaan modal 
tersebut dilakukan.  
                                                             
4 Pasal 1 Angka 13 Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur No. 4 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah 
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Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah adalah pengalihan 
kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan 
kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk 
diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada Badan 
Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum 
lainnya yang dimiliki negara.5  
Dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara 
terdapat beberapa jenis penyertaan modal yaitu, antara lain : 
a) Penyertaan modal pemerintah pusat adalah pengalihan 
kepemilikan barang milik negara yang semula merupakan 
kekayaan milik negara yang tidak dipisahkan untuk diperhitungkan 
sebagai modal/saham negara pada Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN), Badan Usaha Milik Derah (BUMD), atau Badan Hukum 
lainnya yang dimiliki Negara/Daerah. 6 
b) Dalam APBD, penyertaan modal pemerintah daerah kedalam 
perusahaan daerah adalah salah satu bentuk kegiatan/usaha 
pemda untuk meningkatkan pendapatan daerah guna 
mensejahterakan masyarakat.  Berdasarkan peraturan perundang-
undangan dinyatakan bahwa setiap penyertaan modal atau 
penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah harus 
diatur dalam perda tersendiri tentang penyertaan atau penambahan 
modal.  Perlu diingat, bahwa penyertaan modal pemerintah daerah 
                                                             
5 Pasal 1 angka 19 PP No.6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 
6
Lamp.X, PMK No.96/PMK.06/2007 tentang Pengelolaan Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, 
Pemanfaatan Penghapusan dan Pemidahtanganan Barang Milik Negara. 
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dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam 
tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan 
daerah tentang penyertaaan modal daerah berkenaan.  Penyertaan 
modal oleh Pemda bersumber dari APBD tahun anggaran berjalan 
pada saat penyertaan atau penambahan penyertaan modal 
tersebut dilakukan.  
c) Penyertaan modal Bank Indonesia: sesuai dengan pasal 64 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang 
Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir UU Republik 
nomor No.  6 Tahun 2009 dan penjelasannya, Bank Indonesia 
hanya dapat melakukan penyertaan modal pada badan hukum atau 
badan lainnya yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas 
Bank Indonesia dan dengan persetujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat.  Penyertaan diluar badan hukum atau badan lain yang 
sangat diperlukan tersebut hanya dapat dilakukan apabila telah 
memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.  Dana untuk 
penyertaan modal tersebut hanya dapat diambil dari dana 
cadangan tujuan.  
Berdasarkan modul penatausahaan kekayaan negara yang 
dipisahkan yang disusun oleh Kementerian Keuangan Tahun 2007, 
didalamnya memua tentang mekanisme penyertaan modal negara ke 
BUMN. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
menyatakan surplus penerimaan negara/daerah dapat digunakan untuk 
membiayai pengeluaran negara/daerah sebagaimana dimaksud adalah 
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untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada perusahaan 
negara/daerah yang harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu oleh 
DPR/DPRD.7 
2. Dasar Hukum Penyertaan Modal  
Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
menyatakan surplus penerimaan negara/daerah dapat digunakan untuk 
membiayai pengeluaran negara/daerah sebagaimana dimaksud adalah 
untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada perusahaan 
negara/daerah yang harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu oleh 
DPR/DPRD. 8 
Dalam hubungan antara pemerintah dan perusahaan negara, 
perusahaan daerah, perusahaan swasta dan badan pengelola dana 
masyarakat ditetapkan bahwa pemerintah dapat memberikan 
pinjama/hibah/penyertaan modal kepada dan penerima/hibah dari 
perusahaan negara/daerah.9 Pemberian pinjaman/hibah/penyertaan 
modal dan penerimaan pinjamanhibah sebagaimana dimaksud diatas 
terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/APBD.10 
Disamping itu, dalam keadaan tertentu, untuk penyelamatan 
perekonomian nasional, pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman 
dan/atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta 
setelah mendapat persetujuan DPR.11 
                                                             
7
Pasal 3 ayat (7) dan (8) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 
8
Pasal 3 ayat (7) dan (8) UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 
9
Pasal 24 ayat (1) UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 
10
Pasal 24 ayat (2) UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 
11
Pasal 24 ayat (7) UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 
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 Undang –undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
juga menjelaskan, dalam hal pendiri adalah badan hukum negara atau 
daerah, diperlukan Peraturan Pemerintah tentang penyertaan dalam 
Perseroan atau Peraturan Daerah tentang penyertaan daerah dalam 
Perseroan. 12 
Dalam keuangan negara, penyertaan modal negara menjadi 
kekayaan negara yang dipisahkan yaitu kekayaan negara yang berasal 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan 
penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta Perseroan 
Terbatas lainnya. 13 
 Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu 
Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Penyertaan modal 
tersebut dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau 
dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah. Pemerintah daerah 
dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan 
kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang 
berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 
3. Maksud dan Tujuan Penyertaan Modal Daerah 
   Maksud dari pernyertaan modal daerah adalah untuk membantu 
mempercepat proses pembangunan Daerah. Tujuan penyertaan modal ke 
BUMD adalah meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah 
dan/atau untuk menambah pendapatan asli daerah.14 
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Penjelasan pasal 8 ayat (2) huruf a UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 
13
Pasal 1 angka 10 UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN. 
14
 Pasal 2 Perda No. 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada BUMD Kab. Luwu Timur 
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4. Bentuk Penyertaan Modal Daerah  
Bentuk usaha BUMD diatur dalam Akta Pendirian BUMD. 
Penyertaan modal daerah pada BUMD berupa barang milik daerah 
dan/atau uang yang dianggarkan dalam APBD. Penyertaan modal daerah 
diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Komposisi 
modal BUMD yang dimiliki Pemerintah Daerah seluruhnya atau sekurang-
kurangnya 51%. Modal dasar perusahaan, merupakan keseluruhan nilai 
perusahaan, yaitu seberapa besar perseroan tersebut dapat dinilai 
berdasarkan permodalannya. Modal ditempatkan, adalah kesanggupan 
para pemegang saham untuk menanamkan modalnya ke dalam 
perseroan. Modal disetor, adalah modal perseroan yang dianggap riil, 
yaitu modal saham yang telah benar-benar disetorkan kedalam perseroan. 
Modal dasar dan modal ditempatkan bersumber dari APBD secara 
berkelanjutan. Modal disetor dapat dianggarkan dalam APBD satu tahun 
berjalan. Penyertaan modal daerah merupakan kekayaan daerah yang 
dipisahkan. Penyertaan modal daerah dilaksanakan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah dapat menambah 
dan mengurangi besarnya nilai penyertaan modal sesuai dengan 
kemampuan keuangan Daerah dan perkembangan kinerja BUMD setelah 
mendapatkan persetujuan DPRD.
15
 
5. Tata Cara Penyertaan Modal Daerah  
Tata cara pelaksanaan mengenai penyertaan modal Daerah 
kepada BUMD, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Penyertaan 
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modal daerah dapat ditujukan untuk membiayai kegiatan peningkatan 
kinerja dan/atau mendukung pengembangan usaha BUMD. Dalam 
mengusulkan penyertaan modal daerah Direksi BUMD wajib menyusun 
rencana usaha guna menjamin adanya kepastian bagi pihak-pihak terkait. 
Dokumen rencana usaha minimal memuat ringkasan usaha, uraian produk 
yang dihasilkan, analisis persaingan, analisa pasar, strategi usaha, 
analisa finansial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil 
perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja dan 
kredibilitas serta dokumen hukum. Direksi menyampaikan usulan 
pencairan Penyertaan Modal Daerah kepada Bupati melalui SKPD terkait 
dengan melampirkan saran dan pertimbangan Dewan Komisaris atau 
Dewan Pengawas. Bupati membentuk tim yang terdiri dari instansi terkait 
dan tenaga ahli guna melakukan telaahan atas usulan penyertaan modal 
daerah, mencakup aspek hukum, administrasi, teknis, ekonomis dan 
disampaikan kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk selanjutnya 
dibahas dalam penyusunan rancangan APBD dan Perubahan APBD.16 
 
B. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 
1. Pengertian BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) 
Badan usaha milik negara yang dikelola oleh pemerintah daerah 
disebut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Perusahaan daerah adalah 
perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya 
sebagian besar / seluruhnya adalah milik pemerintah daerah.  
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2. Tujuan pendirian BUMD 
Tujuan pendirian perusahaan daerah untuk pengembangan dan 
pembangunan potensi ekonomi di daerah yang bersangkutan. Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki kedudukan sangat panting dan 
strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi. Oleh karena itu, BUMD 
perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan 
ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam 
menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan 
perekonomian daerah. Laba dari BUMD diharapkan memberikan 
kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Otonomi daerah 
memberikan konsekuensi yang cukup besar bagi peran Badan Usaha 
Milik Daerah (BUMD) dalam menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
Sesungguhnya usaha dan kegiatan ekonomi daerah yang bersumber dari 
BUMD telah berjalan sejak lama sebelum Undang-Undang tentang 
otonomi daerah disahkan. Untuk mencapai sasaran tujuan BUMD sebagai 
salah satu sarana PAD, perlu adanya upaya optimalisasi BUMD yaitu 
dengan adanya peningkatan profesionalisasi baik dari segi manajemen. 
sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang memadai 
sehingga memiliki kedudukan yang sejajar dengan kekuatan sektor 
perekonomian lainnya. 
1) Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan 
penerimaan kas negara; 
2) Mengejar dan mencari keuntungan; 
3) Pemenuhan hajat hidup orang banyak; 
4) Perintis kegiatan-kegiatan usaha; 
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5) Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan 
lemah; 
6) Melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa 
kepada  masyarakat; 
7) Penyelenggara kemanfaatan umum, dan peningkatan 
penghasilan  pemerintah daerah; 
Berdasarkan kategori sasarannya secara lebih detail, BUMD 
dibedakan menjadi dua yaitu sebagai perusahaan daerah untuk melayani 
kepentingan umum yang bergerak di bidang jasa dan bidang usaha. 
Tetapi, jelas dari kedua sasaran tersebut tujuan pendirian BUMD adalah 
untuk meningkatkan PAD. 
Peran BUMD yang diharapkan cukup besar untuk menopang PAD 
ini dalam kenyataannya jauh dari harapan. Peran dan kontribusi laba 
BUMD dalam penerimaan PAD di daerah baik tingkat satu maupun tingkat 
dua masih sangat kecil. 
 
3. Dasar Hukum BUMD 
BUMD di Kabupaten Luwu Timur dasar hukumnya Peraturan 
Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal pada BUMD. 
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pereroan Terbatas.  
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, 
undang-undang ini juga belum memberikan definisi yang tegas tentang 
definisi BUMD, namun pada pasal 177 undang-undang tersebut bahwa 
Pemerintah aerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, 
penggabungan pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya 
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ditetapkan dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan 
perundang-undangan.  
Pasal 6 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara menyatakan Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang 
seluruhnya atau sebahagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.  
 
4. Ciri-ciri BUMD  
1) Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha; 
2) Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam 
permodalan  perusahaan; 
3) Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam 
menetapkan  kebijakan perusahaan; 
4) Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang 
berwenang; 
5) Melayani kepentingan umum, selain mencari keuntungan; 
6) Sebagai stabillisator perekonomian dalam rangka 
menyejahterakan  rakyat; 
7) Sebagai sumber pemasukan Negara; 
8) Seluruh atau sebagian besar modalnya milik Negara; 
9) Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan 
yang go public; 
10) Dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa bank 
maupun nonbank; 
11) Direksi bertanggung jawab penuh atas BUMD, dan mewakili 
BUMD di pengadilan. 
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C. BUMD Di Kabupaten Luwu Timur 
BUMD di Kabupaten Luwu Timur berorientasi pada pencapaian 
keuntugan atau laba (provit oriented) didirikan hanya semata-mata untuk 
memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah, BUMD ini memiliki 
bisnis yang lebih kompetitif. 
BUMD di Kabupaten Luwu Timur berbentuk Perseroan Terbatas 
dimana dasar hukumnya tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas yang tujuan utamanya untuk mengejar 
keuntungan. Dalam hal ini pendirian BUMD di Kabupaten Luwu Timur 
dirahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Berikut BUMD 
yang dinaungi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur menurut 
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal 
Daerrah pada BUMD dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 
Wilayah Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:  
1) PT. Bumi Timur Agro  
Perusahaan pabrikan, dagang dari kategori Agraris. Juga 
bergerak untuk bidang pertanian, perikanan. 
2) PT. Timur Investama; 
3) PT. Bumi Timur Minning; 
4) PT. Bumi Timur Energi. 
 
D. Tinjauan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Pendapatan adalah jumlah dari seluruh uang yang diterima 
seorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu (biasanya satu 
tahun). Pendapatan berasal dari upah atau penerimaan tenaga kerja, 
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pendapatan dari kekayaan seperti sewa, bunga, dan deviden pembayaran 
transfer atau penerimaan dari pemerintah seperti tunjangan sosial atau 
asuransi pengangguran.17 Pendapatan daerah adalah semua pendapatan 
daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari 
berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan. 
Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan 
daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. 
Pendapatan asli daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan 
kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana 
untuk membiayai kegiatan baik rutin maupun pembangunan18. 
Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang di peroleh dari sumber-
sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. 
Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, 
oleh karenanya kemampuan melaksanaan ekonomi diukur dari besarnya 
kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, 
semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli 
daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah 
daerah terhadap bantuan pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah 
hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan 
negara disamping lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah 
dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya 
dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan 
                                                             
17 Mamesah, Sistem Administrasi Keuangan Daerah (1995 : PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta) 
hlm.23 
18 Soehino,  Hukum Tata Negara : Perkembangan Otonomi Daerah (1991:Penerbit Liberty, 
Yogyakarta) hlm. 150 
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pemerintah didaerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap 
tahun tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. 
Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD, sebagaimana 
dikatakan oleh Mardiasmo bahwa proporsi PAD terhadap total penerimaan 
tetap merupakan indikasi keuangan suatu pemerintah daerah. Menurut 
undang-undang No.13 tahun 2004, pendapatan asli daerah adalah 
penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalam 
daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli 
daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali didaerah 
untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan 
dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari 
pemerintah pusat.19 
Sedangkan menurut Mardiasmo, “pendapatan asli daerah merupakan 
penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik 
daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.20 
 
2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Menurut undang-undang No. 33 tahun 2004 pasal 6, sumber-
sumber pendapatan daerah terdiri dari : 
1) Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang 
pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung 
                                                             
19 Mardiasmo, Perpajakan (2000 : Penerbit Andi Offset, Jogyakarta). Hlm  128 
20 Ibid, hlm. 132 
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yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan 
pembangunan daerah. Pajak merupakan sumber keuangan 
pokok bagi daerah;  
2) Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran 
atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan 
dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan 
orang pribadi atau badan; 
3) Pendapatan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan 
daerah yang berasal dari pengelolaan daerah yang dipisahkan 
Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang 
mencakup : bagian laba atas penyertaan modal pada 
perusahaan milik daerah BUMD, bagian laba atas penyertaan 
modal pada perusahaan milik negara BUMN, bagian laba atas 
penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/kelompok; 
4) Pendapatan lain-lain yang sah. Pendapatan ini merupakan 
penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah 
daerah. Rekaning ini disediakan untuk mengakuntansikan 
penerimaan daerah selain yang disebut diatas. Jenis 
pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut : hasil 
penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, 
pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugiaan 
daerah, penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain 
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sebagai akibat dari penjualan, penerimaan daerah atas 
keterlambatan peleksanan keuangan dari selisih nilai tukar 
rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas 
keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda 
pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan eksekusi atas 
jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan 
umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan 
pelatihan, pendapatan dari anggaran/cicilan penjualan. 
 
E. Profil Singkat Kabupaten Luwu Timur 
Kabupaten Luwu Timur adalah salah satu Daerah Tingkat II di 
provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini berasal dari 
pemekaran Kabupaten Luwu Utara yang disahkan dengan UU Nomor 7 
Tahun 2003 pada tanggal 25 Februari 2003. Malili adalah ibu kota dari 
Kabupaten Luwu Timur yang terletak di ujung utara Teluk Bone. 
Kabupaten ini memiliki luas wilayah 6.944,98 km2. Kabupaten ini terdiri 
atas 11 Kecamatan yakni Kecamatan Malili, kecamatan Angkona, Tomoni, 
Tomoni Timur, Kalena, Towuti, Nuha, Wasponda, Wotu, Burau dan 
Mangkutana. Di kabupaten ini terletak Sorowako, tambang nikel yang 
dikelola oleh INCO, sebuah perusahaan Kanada yang kini berubah nama 
menjadi PT Vale . Pada tahun 2008, Pendapatan Asli Daerahnya 
berjumlah Rp. 38,190 miliar. Pendapatan per kapita masyarakat Luwu 
Timur pada tahun 2005 adalah Rp. 24,274 juta. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Berdasarkan judul yang dipilih, penulis mengadakan penelitian 
pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Luwu Timur dan Badan Usaha Milik Daerah kota Malili Luwu 
Timur antara lain yaitu PT. Bumi Timur Agro, PT. Timur Investama, PT. 
Bumi Timur Minning, dan PT. Bumi Timur Energi. Alasan memilih lokasi 
tersebut karena sumber data yang berkaitan dengan judul diatas 
didapatkan di lokasi tersebut. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara yang 
dilakukan langsung dengan responden yang dapat mewakili beberapa 
sumber dalam hal ini adalah Direksi BUMD Luwu timur. 
2. Data sekunder yaitu merupakan data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan atau dari berbagai literatur dengan menelaah buku-buku 
dan tulisan-tulisan atau internet, jurnal hukum, serta dengan jenis data 
time series yang diambil dari periode tahun 2013 hingga tahun 2014 
untuk data nilai potensi penyertaan modal daerah pada BUMD dalam 
meningkatkan pendapatan asli daerah daerah wilayah Luwu Timur dan 
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peraturan perundang-undangan yang relavan dengan permasalahan 
yang diteliti. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah : 
1. Penelitian kepustakaan (library research) 
Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data dan informasi 
yang relavan melalui membaca dan menelaah buku, majalah, 
artikel, jurnal, tulisan-tulisan dan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. 
2. Mengakses website dan situs-situs yang menyediakan informasi 
yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.  
3. Penelitian lapangan (Field Research).  
 
D. Analisis Data 
Untuk menganalisis Tinjauan Hukum Penyertaan Modal Daerah 
pada BUMD dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Wilayah 
Kabupaten Luwu Timur, maka data yang diperoleh kemudian dikumpulkan 
dengan baik secara primer dan sekunder, dan analisis secara kualitatif, 
selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, 
menguraikan dan mengambarkan permasalahan serta penyelesaiannya 
yang berhubungan erat dengan pembahasan penulis. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dalam 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Timur  
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk 
meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-
upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. 
Berdasarkan ketentuan pasal 173 undang-undang nomor 32 tahun 2004 
tentang pemerintahan daerah, pemerintahan daerah dapat melakukan 
penyertaan modal pada badan usaha milik pemerintah dan/atau milik 
swasta. 
          Untuk mempercepat proses pembangunan daerah maka 
didirikanlah Badan Usaha Milik Daerah, tujuan pendiriannya untuk 
menumbuhkan dan meningkatkan kegiatan perekonomian daerah yang 
berdampak luas kepada masyarakat di Kabupaten Luwu Timur yang akan 
memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah demi kesejahteraan 
masyarakat Kabupaten Luwu Timur yang sesuai dengan prinsip 
perekonomian nasional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 
Maka ditetapkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur 
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah 
dianataranya yaitu: 
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1. PT. Bumi Timur Argo yang didirikan berdasarkan Peraturan 
Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2012. 
2. PT. Timur Investama yang didirikan berdasarkan Peraturan 
Bupati Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2012. 
3.  PT. Bumi Timur Mining yang didirikan berdasarkan Peraturan 
Bupati Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2012. 
4. PT. Bumi Timur Energi yang didirikan berdasarkan Peraturan 
Bupati Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2012. 
Selanjutnya, badan usaha milik daerah Pemerintah Daerah 
Kabupaten Luwu Timur adalah Perseroan Terbatas yang dalam Undang-
undang Nomor 40 Tahun 2007 pengertian dari Perseroan Terbatas adalah 
badan hukum yang merupakan persekutuan modal dasar yang seluruhnya 
terbagi dalam modal dalam bentuk saham, dan memenuhi persyaratan 
yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan 
pelaksanaannya.21 Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan 
ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur No. 2 Tahun 2012 
Tentang Pembentukan BUMD. 
Badan Usaha Milik Daerah berbentuk perseroan terbatas 
merupakan badan hukum perdata yang tidak mempunyai kewenangan 
publik. Kekayaan daerah yang menjadi modal dalam bentuk saham dari 
badan usaha tersebut tidak lagi merupakan kekayaan daerah, tetapi telah 
berubah status hukumnya menjadi kekayaan badan usaha tersebut. 
Demikian pula, kedudukan hukum pejabat pemerintah yang duduk 
                                                             
21 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
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sebagai pemegang saham swasta lainnya. Imunitas publiknya sebgai 
penguasa yang memiliki otoritas tidak berlaku lagi dan kepadanya tunduk 
dan berlaku sepenuhnya hukum privat, meskipun saham perusahaan 
tersebut seratus persen milik daerah. Sebenarnya pengelompokan BUMD 
sebagai instansi pemerintah atau bukan tergantung dari jenis, format, dan 
operasionalisasi dari BUMD itu sendiri.22 
Untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah 
Kabupaten Luwu Timur, meningkatkan penanganan terhadap sumber-
sumber pendapatan daerah yang masih belum diolah dan belum tergarap 
sebagai salah satu sumber pendapatan Asli Daerah, maka diperlukan 
penataan, penyertaan modal dan penguatan modal Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD) di Kabupaten Luwu Timur. 
Menurut ketentuan perundangan yang berlaku, maka setiap 
penyertaan modal yang dilakukan pemerintah daerah harus dilakukan 
melalui peraturan daerah. Kewajiban ini diatur dalam peraturan 
pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolahan keuangan daerah. 
Dalam pasal 75 dinyatakan bahwa “penyertaan modal pemerintah daerah 
dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun 
anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang 
penyertaan modal daerah berkenaan”. 
Dalam pasal 41 undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang 
perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa “penyertaan modal 
pemerintah daerah pada perusahan Negara/daerah/swasta ditetapkan 
                                                             
22 Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. 2006. Hlm 87 
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dengan peraturan daerah”. Mengacu pada aturan perundang-undangan 
ini, memang sudah tepat bila setiap penyertaan modal pemerintah daerah 
kepada badan usaha milik daerah ( BUMD ) sudah seharusnya ditetapkan 
melalui peraturan daerah. 
Berdasarkan ketentuan dari pasal 173 undang-undang nomor 32 
tahun 2004, sebagaimana telah diubah kedua dengan undang-undang 
nomor 12 tahun 2008, dinyatakan bahwa pemerintah daerah dapat 
melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik pemerintah  
dan/atau milik swasta. Penyertaan modal tersebut juga dapat dikurangi , 
dijual kepada pihak lain dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha 
badan usaha milik daerah, yang dalam pelaksanaannya harus sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Dengan akan disertakan sejumlah modal kepada badan usaha milik 
daerah (BUMD) dikabupaten luwu timur pada tahun 2013 yang berasal 
dari perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 
2013,maka diperlukan payung hukum pelaksanaan proses ini. 
Berdasarkan pertimbangan tersebut maka  pemerintah kabupaten 
luwu timur bersama dewan perwakilan rakyat daerah  menetapkan 
peraturan daerah no.4 tahun 2013 tentang penyertaan modal pemerintah 
kabupaten luwu timur kepada badan usaha milik daerah, diantaranya: PT. 
Bumi Timur Agro, PT. Investama, PT. Bumi Timur Mining, dan PT. Bumi 
Timur Energi. 
Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur 
No. 4 Tahun 2013 tujuan penyertaan modal ke BUMD adalah 
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meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan/atau untuk 
menambah pendapatan asli daerah. 
Selanjutnya, bentuk dan besaran jumlah Penyertaan Modal Daerah 
Kabupaten Luwu Timur ke BUMD diatur dalam Pasal 3 Perda No. 4 Tahun 
2013, sebagai berikut :  
1) Bentuk usaha BUMD diatur dalam akta pendirian BUMD; 
2) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD berupa barang milik daerah 
dan/atau uang yang dianggarkan dalam APBD; 
3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada poin ke 
dua, diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan; 
4) Komposisi modal BUMD yang dimiliki Pemerintah Daerah 
seluruhnya atau sekurang-kurangnya 51%; 
5) Besarnya penyertaan modal dasar kepada BUMD masing-masing 
sebagai berikut :  
a. PT. Bumi Timur Agro sebesar Rp. 100.000.000.000,00 
(seratus milyar rupiah); 
b. PT. Timur Investama sebesar Rp. 100.000.000.000,00 
(seratus milyar rupiah); 
c. PT. Bumi Timur Mining sebesar Rp. 100.000.000.000,00 
(seratus milyar rupiah); 
d. Bumi Timur Energi sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus 
milyar rupiah); 
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6) Besarnya penyertaan modal ditempatkan kepada BUMD masing-
masing sebagai berikut :  
a. PT. Bumi Timur Agro sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima 
puluh milyar rupiah); 
b. PT. Timur Investama sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima 
puluh milyar rupiah); 
c. PT. Bumi Timur Mining sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima 
puluh milyar rupiah); 
d. Bumi Timur Energi sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh 
milyar rupiah);  
7) Besarnya penyertaan modal disetor kepada BUMD masing-masing 
sebagai berikut :  
e. PT. Bumi Timur Agro sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua 
puluh lima milyar rupiah); 
f. PT. Timur Investama sebesar Rp. . 25.000.000.000,00 (dua 
puluh lima milyar rupiah); 
g. PT. Bumi Timur Mining sebesar Rp. . 25.000.000.000,00 (dua 
puluh lima milyar rupiah); 
h. Bumi Timur Energi sebesar Rp. . 25.000.000.000,00 (dua puluh 
lima milyar rupiah). 
Tata cara mengenai pelaksanaan penyertaan modal daerah 
kepada BUMD  dimaksud dalam pasal 3, diatur lebih lanjut dalam 
peraturan bupati sebagaimana  pasal 5 ayat (1), peraturan daerah nomor 
4 tahun 2013, Modal dasar BUMD ditetapkan bersama DPRD 
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berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pada saat pendirian BUMD 
dihadapan notaris, telah dilakukan penyertaan modal dengan jumlah 
saham sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen). Modal dasar 
BUMD dapat diubah dengan memperhatikan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku setelah mendapat persetujuan para pemegang 
saham. Modal dasar tersebut merupakan kekayaan daerah yang 
dipisahkan. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebagian kekayaan 
daerah yang tersedia dan/atau berasal dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah yang dipisahkan untuk digunakan dalam penyertaan 
modal usaha pada BUMD. 
Tabel 4.1 
Akta Pendirian Perseroan Terbatas 
No. Tanggal 
Perseroan 
Terbatas 
Modal Dasar 
Modal Setor 
(25%) 
Lembar 
Saham 
Nominal 
Saham 
1 26 Desember 
2013 
PT. Bumi Timur 
Argo 
Rp. 25.000.000.000 Rp. 6.250.000.000 25.000 Rp. 1.000.000 
2 26 Desember 
2013 
PT. Timur 
Investama 
Rp. 25.000.000.000 Rp. 6.250.000.000 25.000 Rp. 1.000.000 
3 26 Desember 
2013 
PT. Bumi Timur 
Mining 
Rp. 25.000.000.000 Rp. 6.250.000.000 25.000 Rp. 1.000.000 
4 26 Desember 
2013 
PT. Bumi Timur 
Energi 
Rp. 25.000.000.000 Rp. 6.250.000.000 25.000 Rp. 1.000.000 
Sumber : Notaris Taufiq Arifin, S.H. 
 
Pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur dalam hal ini Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) 
Kabupaten Luwu Timur mengusulkan kepada Bupati Kabupaten Luwu 
Timur untuk melakukan penyetoran modal daerah ke BUMD. Direksi 
BUMD wajib menyusun rencana usaha guna menjamin adanya kepastian 
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bagi pihak-pihak terkait. Dokumen rencana usaha minimal memuat 
ringkasan usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis persaingan, 
analisis pasar, strategi usaha, analisis finansial serta dilampiri dengan 
dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan 
keuangan, laporan kinerja dan kredibilitas serta dokumen hukum.  
Direksi menyampaikan usulan pencairan Penyertaan Modal Daerah 
kepada Bupati melalui SKPD terkait dengan melampirkan saran dan 
pertimbangan Komisaris atau Dewan Pengawas. 
Apabila disetujui oleh Bupati, maka dibuat rancangan Peraturan 
Daerah Penyertaan Modal Daerah ke BUMD, adapun rancangan 
peraturan daerah dibuat oleh Bagian Hukum Sekretaris Daerah 
Kabupaten Luwu Timur kemudian diajukan ke DPRD Kabupaten Luwu 
Timur untuk dibahas ditingkat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Luwu 
Timur. Setelah DPRD menyetujui maka DPRD bersama Pemerintah 
Daerah Kabupaten Luwu Timur melakukan riset, pengecekan ke BUMD, 
lalu melakukan evaluasi pada Biro Hukum di Kota Makassar terkait isi 
Peraturan Daerah dan kesesuaiannya dengan peraturan pperunang-
undangan yang ada kemudian disampaikan kepada Sekretariat Daerah 
Kabupaten Luwu Timur untuk disetujui oleh DPRD Kabupaten Luwu 
Timur, lalu iajukan ke Bupati Kabupaten Luwu Timur untuk ditetapkan 
menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Peraturan Daerah 
inilah yang menjadi dasar hukum Penyetran Modal Daerah kepada BUMD. 
Bupati membentuk tim internal yang terdiri dari instansi terkait dan 
tenaga ahli guna melakukan telaah atas usulan Penyertaan Modal 
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Daerah, mencakup aspek hukum, administrasi, teknis, ekonomi dan 
disampaikan kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk selanjutnya 
dibahas dalam penyusunan rancangan APBD dan Perubahan APBD. 
Pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan memperhatikan 
asas-asas berikut23 :  
a. Asas Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan 
masalah di bidang penyertaan modal pemerintah daerah 
dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan 
Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur, Badan Usaha, Pimpinan 
Lembaga sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-
masing;  
b. Asas kepastian hukum, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah 
harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan eraturan perundang-
undangan yang berlaku; 
c. Asas efisiensi, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah 
diarahkkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai 
batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka 
menunjang penyelenggaraa tugas pokok dan fungsi pemerintahan 
secara optimal; 
d. Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal 
pemerintah daerah harus dapat diertanggungjawabkan kepada 
rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;  
                                                             
23 Hasil Wawancara Penulis dengan Muhammad Said Kepala BUD DPPKAD Kab. Luwu Timur. 
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e. Asas kepastian nilai, penyertaan modal pemerintah daerah harus 
didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal 
dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana, divestasi serta 
penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. 
Dalam penelitian penulis, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur di tahun 
2013 telah menganggarkan Pengeluaran Pembiayaan berupa Penyertaan 
Modal (Investasi Pemerintah Daerah) pada 4 (empat) Badan Usaha Milik 
Negara (BUMD) sebesar Rp. 15.400.000.000,00. Anggaran tersebut telah 
direalisasikan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah (DPPKAD) seluruhnya atau 100%. Rincian pengeluaran 
pembiayaan tersebut dapat disajikan sebagai berikut : 
Tabel 4.2 
Rincian Pembiayaan Pengeluaran 
Penyertaan Modal pada BUMD 
 
Tanggal No. 
SP2D 
Uraian Jumlah (Rp) 
Anggaran Realisasi 
05-Feb-
13 
SP2D :  
000122 
Penyertaan Modal (Investasi) 
Pemerintah Daerah pada BUMD 
PT. Bank Sulselbar SPP no. 
121/Spp-DPPKAD/2013/tanggal 
05-02-2013 
15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 
31-Des-
13 
SP2D :  
005838 
Penyertaan Modal (Investasi) 
Pemerintah Daerah pada BUMD 
PT. Bumi Timur Energy SPP no. 
3487/SPP-DPPKAD/2013/tanggal 
30-12-2013 
100.000.000,00 100.000.000,00 
31-Des-
13 
SP2D :  
005837 
Penyertaan Modal (Investasi) 
Pemerintah Daerah pada BUMD 
PT. Bumi Timur Agro SPP no. 
3484/spp-DPPKAD/2013/tanggal 
30-12-2013 
100.000.000,00 100.000.000,00 
31-Des-
13 
SP2D :  
005836 
Penyertaan Modal (Investasi) 
Pemerintah Daerah pada BUMD 
PT. Timur Investama spp no. 
3485/spp-DPPKAD/2013/tanggal 
30-12-2013 
100.000.000,00 100.000.000,00 
31-Des-
13 
SP2D :  
005835 
Penyertaan Modal (Investasi) 
Pemerintah Daerah pada BUMD 
PT. Bumi Timur Mining Spp no. 
3486/spp-DPPKAD/2013/tanggal 
30-12-2013 
100.000.000,00 100.000.000,00 
Total 15.400.000.000,00 15.400.000.000,00 
 Sumber : Data DPPKAD Kabupaten Luwu Timur 
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Penyertaan modal tersebut diatas pada PT. Bank Sulselbar adalah 
penambahan penyertaan modal sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) 
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemkab 
Luwu Timur kepada PT. Bank Sulselbar sebesar Rp. 15.000.000.000,- 
sehingga untuk periode berakhir 31 Desember 2013 Penyertaan Modal 
Pemkab Luwu Timur pada PT. Bank Sulselbar adalah menjadi sebesar 
Rp. 15.000.000.000,00  
Sementara itu pengeluaran sejumlah Rp 400.000.000,00 untuk 
empat BUMD adalah penyertaan pada badan usaha yang baru didirikan 
oleh Pemkab Luwu Timur, yakni : 
1. PT. Bumi Timur Mining sesuai dengan Perbup No. 17 Tahun 
2012. 
2. PT. Bumi Timur Agro sesuai dengan Perbup No. 18 Tahun 
2012. 
3. PT. Bumi Timur Energy sesuai dengan Perbup No. 19 Tahun 
2012. 
4. PT. Timur Investama sesuai dengan Perbup No. 20 Tahun 
2012. 
Semuanya ditanda tangani oleh Bupati pada tanggal 11 Agustus 
2012. Bersama dengan peraturan Bupati tentang pembentukan BUMD 
tersebut sebulan kemudian diangkat masing-masing satu orang untuk 
jabatan komisaris dan direktur dalam sebuah keputusan Bupati. 
Dari hasil wawancara dengan pihak DPPKAD selaku Bendahara 
Umum Daerah Kabupaten Luwu Timur, sebagai pihak yang 
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mengharapkan keuntungan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah 
di Kabupeten Luwu Timur, pihak DPPKAD juga turut ikut dalam 
pengelolaan dari segi keuangan BUMD tersebut. Hubungan kerja antara 
DPPKAD dengan BUMD yaitu meminta pertanggungjawaban laporan 
tahunan terhadap investasi di BUMD, namun ke empat BUMD yang 
lainnya belum ada penghasilan maupun Pendapatan Asli Daerah yang 
diberikan selama setahun berjalan. Penulis juga menanyakan perihal 
pengawasan dalam pengellaan terhadap BUMD sebagai pihak utama 
yang menyetrkan modalnya ke BUMD, pihak DPPKAD menuturkan bahwa 
pihanya tidak pasti dalam mengawasi BUMD. Namun dalam 
mengoptimalkan peran BUMD dalam meningkatkan PAD pihak DPPKAD 
berupaya agar BUMD dapat beroperasi sebagaima layaknya Perseroan 
yang baik, berharap pengelolaannya maksimal, dan dapat memberikan 
keuntungan yaitu berupa deviden yang besar terhadap Pendapatan Asli 
Daerah dan dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat 
Kabupaten Luwu Timur khususnya. Pihak DPPKAD juga mengatakan 
bahwa hasil BUMD berupa Deviden yang merupakan kekayaan yang 
dipisahkan dan bukan merupakan pajak ataupun retribusi. 
Penulis juga menemui salah satu Direksi yang BUMD nya 
beroperasi di Kabupaten Luwu Timur yaitu PT. Bumi Timur Agro, beliau 
menuturkan bahwa selama ini dana operasional BUMD diambil dari dana 
pribadinya, BUMD juga kurang perhatian yang serius dari pihak 
Pemerintah Daerah sehingga BUMD kurang memaksimalkan kekuatan 
internal demi menghadapi ancaman eksternal.  
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Untuk mewujudkan peningkatan pertumbuhan dan perkembangan 
perekonomian daerah serta menambah dan memupuk pendapatan asli 
daerah, belum ada usaha pengeloaan yang baik terhadap BUMD di Luwu 
Timur. Terbukti ketika penulis mendatangi lokasi keempat BUMD ternyata 
hanya ada satu BUMD yang beroperasi. Pengeloaan BUMD di Kabupaten 
Luwu Timur tidak berasaskan seperti yang penulis jelaskan di atas. BUMD 
I Luwu Timur selama kurang lebih satu tahun berjalan ini belum memenuhi 
asas fungsional, kepastian hukum, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian 
nilai. 
B. Konsekuensi Yuridis Penyertaan  Modal Daerah pada BUMD 
dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu 
Timur 
Pembentukan empat BUMD tidak sesuai ketentuan dan membebani 
keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebesar 
Rp.15.850.000.000,00.  Atas realisasi pengeluaran pembiayaan 
penanaman modal pada masing-masing BUMD yang baru didirikan 
tersebut. BPK telah melakukan prosedur penalaahan dokumen dan 
serangkaian wawancara terhadap direktur PT. Bumi Timur Agro, 
sedangkan kepada direktur PT. Bumi Timur Energi, PT. Timur Investama, 
serta PT. Bumi Timur Mining tidak dapat dilakukan dikarenakan direktur 
masih belum berkantor di tempat dan kedudukan perusahaan yakni di 
Malili Kab. Luwu Timur. 
Penelaahan atas dokumen pendirian yang dituangkan dalam akta 
pendirian yang telah dibuat oleh Notaris Taufiq Arifin dan ditandatangani 
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pada tanggal 12 Desember 2013 berdasarkan ketentuan penutupnya, 
pada Pasal 20 menjelaskan tentang modal ditempatkan dan disetor penuh 
melalui kas perseroan menunjukkan bahwa keempat BUMD tersebut 
mempunyai komposisi kepemilikan sebagai berikut :  
Table 4.3 
Komposisi Kepemilikan Saham Pada Empat BUMD 
BUMD/No.
Akta 
Notaris/Ta
nggal 
Modal Dasar Disetor 
Penuh 
Komposisi Kepemilikan Saham (@ Rp1.000.000,00) Keteragan 
PemKab Luwu Timur Koperasi Pegawai 
Republik Indonesia 
(KPRI) Sehati Luwu 
Timur 
Swasta Lainnya 
PT. 
BTM/Nom
or 28/25- 
Des-2013 
25.000 Lembar 
Saham, atau 
senilai 25 
Milyar 
25% (6,25 
Milyar) 
60% 
3.750.000.000,00 
4% 
250.000.000,00 
36% 
2.250.000.000,00 
Swasta 
lainnya 
dimiliki 
oleh PT. 
VMP 
PT. 
BTA/Nomo
r 25/25-
Des-2013 
25.000 Lembar 
Saham, atau 
senilai 25 
Milyar 
25% (6,25 
Milyar) 
80% 
5.000.000.000,00 
10,4% 
650.000.000,00 
10,4% 
650.000.000,00 
Swasta 
lainnya 
dimiliki 
oleh Ny. 
SS 
PT. 
BTE/Nomo
r 26/25-
Des-2013 
25.000 Lembar 
Saham, atau 
senilai 25 
Milyar 
25% (6,25 
Milyar) 
60% 
3.750.000.000,00 
4% 
250.000.000,00 
36% 
2.250.000.000,00 
Swasta 
lainnya 
dimiliki 
oleh PT. 
PM 
PT. 
TI/Nomor 
27/25-Des-
2013 
25.000 Lembar 
Saham, atau 
senilai 25 
Milyar 
25% (6,25 
Milyar) 
60% 
3.750.000.000,00 
4% 
250.000.000,00 
36% 
2.250.000.000,00 
Swasta 
dimiliki 
oleh PT. 
RSM 
Total 16.250.000.000,00 1.400.000.000,00 7.400.000.000,00  
Catatan:  
1. Dalam akta Notaris Pendirian PT. BTA terdapat kesalahan matematis pada perhitungan saham KPRI dan swasta 
lainnya yang seharusnya masing-masing 10% dari modal saham disetor penuh.  
2. Total nilai kepemilikan yang benar oleh KPRI total lebih rendah Rp.25.000.000,00 menjadi Rp.1.375.000.00,00 
sedangkan oleh swata lainny total juga lebih rendah Rp.25.000.000,00 senilai Rp.7.375.000.000,00  
3.  
Hasil perbandingan klausul-klausul dalam akta notaris, menurut 
hasil penelitian penulis jumlah kas disetor melalui kas perseroan tidak 
menunjukkan jumlah seperti tertulis dalam akta notaris. Penulis juga 
mendatangi BPK di Kabupaten Luwu Timur dan mendapatkan kesamaan 
data, menurut penelusuran BPK terkait tanggal transaksi dan 
penandatangan akta, diketahui bahwa tanggal penandatangan akta 
dilakukan lebih dulu daripada transaksi setoran kas pemilik saham ke kas 
perseroan. Setoran kas yang dilakukanmasing-masing pihak dapat 
disajikan pada tabel di bawah ini :  
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Tabel 4.4 
Modal Disetor Pada Kas Perseroan 
 
Rekening BNI No. Jumlah Setoran (Rp) Keterangan 
Pemkab Luwu Timur Koperasi 
Pegawai 
Republik 
Indonesia 
(KPRI) 
Sehati, 
Luwu Timur 
Swasta Lainnya 
PT. BTM/ Nomor. Rek. 
BNI 0778899024 
100.000.000,00 - 85.000.000,00 Swasta Lainnya 
dimiliki oleh PT. 
VMU  
PT. BTA/Nmor Rek. 
BNI 0778899013 
100.000.000,00 - 10.000.000,00 Swasta Lainnya 
dimiliki oleh Ny. 
SS 
PT. BTE/ Nomor Rek. 
BNI 0778899057 
100.000.000,00 - 85.000.000,00 Swasta Lainnya 
dimiliki oleh PT. 
PM 
PT. TI/ Nomor Rek. 
BNI 0778899046 
100.000.000,00 - 85.000.000,00 Swasta Lainnya 
dimiliki oleh PT. 
RSM 
Total 400.000.000,00 - 265.000.000,00  
 Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Prov. Sulawesi Selatan 
  Keadaan diatas membawa akibat bahwa pengakuan atas modal 
saham yang telah disetor penuh sesuai minuta akta notaris masih 
menyisakan setoran kas yang belum disetor pada perseroan masing-
masing oleh Pemkab Luwu Timur pada emppat BUMD adalah total 
sebesar Rp.15.850.000.000,00, pihak Koperasi Pegawai Republik 
Indonesia senilai total RP.1.375.000.000,00 serta swasta lainnya sebesar 
Rp. 7.135.000.000,00. Dana senilai penyertaan modal pihak swasta . 
lainnya yang belum disetor tersebut terdiri atas24 : 
1. PT. Veksindo Multi Utama sejumlah Rp.2.165.000.000,00. 
2. Nyonya Surya Santi sejumlah Rp. 640.000.000,00. 
3. PT. Perdana Minergy sejumlah Rp. 2.165.000.000,00. 
4. PT. Rheno Samudra Mandiri sejumlah Rp. 2.165.000.000,00. 
 Bagi Pemkab Luwu Timur, Akta Notaris Taufik Arifin yang 
berkedudukan di Makassar tersebut ditandatangani oleh Wakil Bupati 
Luwu Timur, Muhammad Thoriq Husler atas nama Pemkab Luwu Timur 
                                                             
24 Data Hasil Penelusuran BPK 
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membawa konsekuensi hukum dan keuangan tahun anggaran berikutnya 
sebab akta notaris tersebut adalah grosse akta, yakni salinan akta untuk 
pengakuan hutang. Oleh kerena itu, danayang harus disediakan untuk 
membiayai penemptan modal pada empat BUMD leh Pemerintah 
Kabupaten Luwu Timur adalah sebesar Rp. 15.850.000.000. hal ini 
sejalan dengan yang dinyatakan pada Undang-undang No. 2 Tahun 2004 
tentang Perubahan atas Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang 
jabatan Notaris yang menyatakan bahwa grosse akta adalahh salah satu 
salinan akta untuk pengakuan hutang yang mempunyai kekuatan 
eksekutorial.  
Selanjutnya bedasarkan wawancara dengan pihak DPPKAD, yang 
diwakili oeh sekretaris DPPKAD, Windayani Zakaria, diperoleh keterangan 
bahwa maksud pendirian perusahaan dengan modal dasar sebagaimana 
tertulis dalam akta notaris tersebut memang bertujuan untuk 
menempatkan asset Pemkab Luwu Timur menjadi penyertaan modal di 
empat BUMD baru tersebut secara bertahap. Namun pada saat BPK 
melakukan pemeriksaan, penelusurun APBD Pokok 2014, pengeluaran 
pembiayaan untuk investasi di BUMD ini tidak ada.  
Menurut Windayani Zakaria, setelah mengetahui Permendagri No. 
52 Tahun 2012 memang menempatkan modal pada BUMD tersebut diatas 
belum direncanakan dengan matang disebabkan tidak adanya 
perencanaan investasi dan analisis investasi pemerintah daerah sebelum 
melakukan investasi. Berdasarkan hasil pengamatan fisik diketahui bahwa 
sejak berdirinya perusahaan sampai saat ini kantor 4 BUMD tersebut masi 
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tergabung dalam 1 kantor di jalan Dr. Ratulagi, Kompleks Perkantoran 
Dinas Pendidikan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Praktis sejak 
berdirinya di akhir tahun 2013 sampai saat ini beum ada neraca awal 
perusahaan, AD/ART badan usaha, serta tidak ada personel operasional 
yang memadai untuk disebut organisasi yang bersifat mengejar laba. Saat 
ini, diketahui pula hanya satu BUMD yang direkturnya sudah bekerja dan 
berkantor di alamat tersebut.  
Selain itu, berdasarkan permintaan data neraca awal dan data 
keuangan lainnya, Direktur PT. BTA sebagai satu-satunya BUMD yang 
telah operasi, yang bersangutan masih membiayai sendiri seluruh 
pengeluaran perusahaan. Hal tersebut terlihat pada bukti-bukti seperti 
rekening kas perseroan yang menunjukkan belum ada penarikan dana 
atau mutasi debet untuk kepentingan perasional perusahaan serta bukti-
bukti pengeluaran yang telah dilakukan oleh Direktur yang sampai saat 
pemeriksaan berlangsung sudah mencapa Rp. 71.492.000,00 ternyata 
keluar dari sumber dana pribadi Direktur. 25 
Permendagri No. 52 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Investasi 
Daerah juga menjelaskan pengelolaan investasi yang meliputi 
perencanaan investasi, pelaksanaan investasi, penganggaran 
pelaksanaan anggaran, penata usahaan anggaran dan 
pertanggungjawaban investasi pemerintah daerah, divestasi dan 
pengawasan.  
                                                             
25 Data Penelusuran BPK 
43 
Terkait dengan fungsi pengelolaan di atas, keempat BUMD baru 
yang dibentuk oleh Pemkab Luwu Timur menunjukkan lemahnya 
perencanaan. Berdasarkan konfirmasi kepada pihak DPPKAD sebagai 
SKPD yang menganggarkan pembiayaan pengelaran untuk penanamn 
modal ini, tenyata dokumen perencanaan investasi daerah yang dituankan 
dalam rencana kegiatan investasi pemerintah daerah untuk ditetapkan 
oleh kepala daerah sesuai dengan Permendagri dimaksud pada Pasal 15 
diketahui tidak ada. Demikian pula tentang analisis investasi sebelum 
melakukan investasi yang dilakukan oleh Penasehat Investasi pemeritah 
daerah juga belum ada dan bahkan penasehat investasi daerah yang 
seharusnya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 16 juga tidak pernah ditunjuk.  
Hal diatas berakibat bahwa Bupati tidak dapat melaksanakan atau 
sebaliknya pelaksanaan kewenangan dan tanggungjawab operasional 
yang dimilikinya atas investasi pemerintah daerah tidak mempunyai dasar 
pertimbangan yang jelas. Kewenangan-kewenangan yang seharusnya 
dapat dijalankan dengan baik apabila terdapat dokumen perencanaan 
investasi itu meliputi beberapa hal sebagaimana disebutkan dalam 
Permendagri  Pasal 7, yakni diantaranya :  
1. Meneliti dan menyetujui atau menlak usulan permintaan investasi; 
2. Mengusulkan rencana kebutuhan dana investasi pemerintah 
daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 
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3. Menempatkan adana dan/atau barang daerah dalam rangka 
investasi pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-
undangan.  
Mengenai kelemahan yang terjadi tersebut sebenarnya dapat 
dihindari apabila Pemkab Luwu Timur memahami adanya asas umum 
dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara 
yang menyatakan bahwa setiap pejabat dilarang melakukan tinakan yang 
berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk 
membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. 
Alasan yang dimaksud bahwa penempatan modal disetor penuh pada kas 
perseroan dalam akta notaris trsebut dapat dilakukan bertahap jelas tidak 
dapat dijadikan sebagai pembenaran karena dalam akta tidak disebutkan 
adanya tahapan dimaksud serta bentuk setoran disana telah disebutkan 
adalah secara kas.  
Sehingga, dengan adanya perikatan yang dituangkan dalam Akta 
Notaris Taufik Arifin tersebut dimana pihak-pihak mengikatkan dirinya 
dalam akta pendirian perseroan terbatas secara otomatis akn mempunyai 
hak dan kewajiban. Termasuk diantaranya adalah penyetoran senilai 
nominal bagian saham yang dimilikinya sesuai akta tersebut.  
Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan :  
1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas, Pasal 7 :  
45 
1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perseroan didirikan oleh 2 
(dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam 
bahasa Indonesia.”  
2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap pendiri Perseroan 
wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.”  
3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa “Ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam Peleburan.”  
4) Ayat (4) yang menyatakan bahwa “Perseroan memperoleh 
status badan hukum pada tanggal diterbitkann keputusan 
Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.”  
5) Ayat (5) yang menyatakan bahwa “Setelah Perseroan 
memperoleh status badan hukum dan pemegang saham 
menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling 
lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut 
pemegang saham  yang bersangkutan wajib mengalihkan 
sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan 
mengeluarkan saham baru kepada orang lain.”  
6) Ayat (6) yang menyatakan bahwa “Dalam hal jangka waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, 
pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang 
saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan 
dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang 
berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan 
Perseroan tersebut.”  
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7) Ayat (7) yang menyatakan bahwa “Ketentuan yang mewajibkan 
Perseroan didirikan eh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana 
dimaksud (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak 
berlaku lagi :  
a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau  
b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan 
pejaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan 
lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-undang tetang 
Pasar Modal.” 
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tetang Perbendaharaan 
Negara, bagian ketiga, asas umum, Pasal 3, Ayat 3 yang 
menyatakan bahwa “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan 
yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran 
untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak 
cukup tersedia.”  
3. Undang-Undng Nomr 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 
Bab I Ketentuan Umum, Pasal 3, Ayat 6 yang menyatakan bahwa 
semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang 
menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang 
bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.  
4. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, 
Pasal 1, Ayat 11, yang menyatakan bahwa Grosse Akta adalah 
salah satu salinan akta untuk pengakuan hutang dengan kepala 
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Akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG 
MAHA ESA” yang mempunyai kekuatan eksekutorial.  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah,  
1) BAB III Kewenangan dan Tanggung Jawab, Pasal 4 :  
(1) Ayat 1: Kepala Daerah memiliki kewenangan dalam 
pengelolaan Investasi Pemerinta Daerah; 
(2) Ayat 2: kewenangan pengelolaan investasi pemerintah 
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:  
a. Regulasi; 
b. Operasional; dan  
c. Supervise  
2) Pasal 6: kewenangan dan tanggung jawab regulasi yang 
memiliki Kepala Daerah sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 
ayat (2) huruf a, meliputi:  
a. Menetapkan kebijakan pengelolaan investasi pemerintah 
daerah; 
b. Menetapkan kriteria pemenuhan perjanjian dan pelaksanaan 
investasi pemerintah daerah; dan  
c. Menetapkan tata cara pembayaran kewajiban yang timbul 
dari proyek penyediaan investasi pemerintah dala hal 
terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, 
pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan perjanjian 
investasi.  
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3) Pasal 7,  
(1) Ayat 1: kewenangan dan tanggung jawab operasional yang 
dimiliki Kepala Daerah sebgaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (2) huruf b, meliputi :  
a. Meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan 
investasi dari pemerintah, pemerintah daera lainnya, 
badan usaha dan masyarakat;  
b. Mengusulkan rencana kebutuhan dana investasi 
pemerinatah daerah yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah;  
c. Menempatkan dana dan/atau barang milik daerah dala 
arangka investasi pemerintah daerah sesuai peraturan 
perundang-undangan; 
d. Melakukan perjajian investasi terkait dengan penempatan 
dana dan/atau barang pemerintah daera; 
e. Melakukanpengendalian ats resiko terhadap pelaksanaan 
investasi pemerintah daerah;  
f. Mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima 
hak pemerinta daerah yang diatur dalam perjanjian 
investasi; 
g. Mengusulkan perubahan perjanjian investasi; 
h. Melakukan tindakan untuk dan atas nama pemerintah 
daerah apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam 
pelaksanaan perjanjian investasi; dan  
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i. Melaksanakan investasi dan divestasi pemerintah 
daerah.  
(2) Ayat 2: kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada 
pengelola investasi.  
4) Pasal 8,  
(1) Ayat 1: kewenangan dan tanggung jawab supervise yang 
dimiliki Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (2) huruf c, meliputi:  
a. Melakukan monitoring pelaksanaan investasi pemerintah 
daerah yang terkait dengan dukungan pemerintah 
daerah;  
b. Melakukan evaluasi secara berkesinambungan 
pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah dalam jangka 
waktu tertentu; dan  
c. Melakukan koordinasi pelaksanaan investasi dengan 
instansi terkait khususnya sehubungan dengan investasi 
langsung.  
(2) Ayat 2: kewenangan dan tanggug jawab sebagaimana 
dimaksud pada ayat 1, dapat dilimpahkan kepada SKPD 
yang membidangi pengawasan.  
5) BAB V Penegelolaan, Pasal 13: Pengelolaan investasi 
pemerintah daerah meliputi:  
a. Perencanaan investasi; 
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b. Pelaksanaan investasi; 
c. Penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan 
anggaran dan pertanggung jawaban investasi pemerintah 
daerah;  
d. Divestasi; dan  
e. Pengawasan.  
6) Pasal 15,  
(1) Ayat 1 : pengelola investasi menyusun perencanaan 
investasi pemerintah daerah sebagimana dimasud dalam 
Pasal 13 huruf a dilengakapi dengan alasan dan 
pertimbangan. 
(2) Ayat 2: Perencanaan investasi pemerintah daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam 
rencanan kegiatan investasi pemerintah daerah. 
(3) Ayat 3: rencana kegiatan investasi pemerintah daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan kepada 
Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan.  
7) Pasal 16,  
(1) Ayat 1: Pengelola investasi menyusun analisis investasi 
pemerintah daerah sebelum melakukan investasi.  
(2) Ayat 2: Analisis investasi pemerintah daerah sebagaimana 
dimaksud ayat 1 dilakukan oleh penasehat investasi 
pemerintah daerah.  
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(3) Ayat 3: Penasehat investasi daerah sebagaimana dimaksud 
ayat 2 ditetapkan oleh Kepala Daerah.  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur No 2Tahun 2012 tentang 
Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah, BAB VII, Pasal 9, Ayat 2 
yang menyatakan bahwa: Dalam hal pengangkatan pengurus 
BUMD, terlebih dahulu dikakukan fit and proper test yang dilakukan 
oleh Tim Independen dengan Keputusan Bupati.  
7. Keputusan Bupati Luwu Timur No. 75/III/Tahun 2013 tentang 
pembentukan Tim Sinkronisasi Bdan Usaha Milik Daerah, 
Keputusan kedua, yakni : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktu 
Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:  
1) Huruf a: melaksanakan fungsi koordinasi, konsultasi dan 
sinkronisasi terhadap kegiatan keempat BUMD di Kabupaten 
Luwu Timur, sampai mendapatkan pengakuandan peresmian 
sebagai badan hukum yang sah dari Kementerian Hukum dan 
HAM Republik Indonesia serta dimulainya operasionalisasi 
keempat BUMD dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 
yang pertama kali dari masing-masing BUMD;  
2) Menindaklanjuti dan menyelesaiakan segala bentuk 
permasalahan yang terkait dengan pembentukan dan 
pengesahan BUMD baik secara administrasi maupun kegiatan 
bisnis yang dilaksanakan, smapai mendapatkan pengesahan, 
peresmian dan operasionalisasi sebagaimana dimaksud pada 
huruf a; dan  
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3) Melaporkan hasil kerja Tim kepada Bupati Luwu Timur  
Kondisi tersebut di atas berakibat :  
1. Keuangan daerah terbebani sebagai akibat pendirian BUMD 
berupa alokasi dana yang harus disediakan oleh Pemerintah 
Daerah kabupaten Luwu Timur untuk penyertaaan modal di 
4 BUMD sebesar Rp.15.850.000.000,00. 
2. Keputusan penyertaan modal di 4 BUMD senilai 
Rp.400.000.000,00 tidak sesuai ketentuan dan tanpa 
didasari oleh analisis investasi; 
3. Terdapat potensi kehilangan asset daerah karena investasi 
tidak didasari oleh analisis investasi; 
Kondisi tersebut diatas disebabkan:  
1. Bupati Luwu Timur tidak mempedomani keputusannya sesuai 
dengan ketentuan dalam pengelolaan investasi daerah, belum 
menunjuk investasi daerah, serta belum melimpahkan kewenangan 
yang dimiliki kepada pihak-pihak yang dimaksud dalam 
Permendagri No. 52 Tahun 2012 serta penandatanganan Akta 
Notaris; 
2. Pengelola investasi DPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah  
Pemerintah Daerah kabupaten Luwu Timur yang tidak membuat 
rencana investasi pemerintah daerah, rencana kegiatan investasi 
pemerintah daerah yang kemudian disampaikan kepada Kepala 
Daerah untuk mendapat persetujuan; 
53 
Atas permasalahan tersebut di atas Pemerintah Daerah Kabupaten 
Luwu Timur , dalam hal ini kedepan Bendahara Umum Daerah (BUD) 
akan mlakukan perencanaan investasi dan analisis investasi sebagai 
pedoman Pemeintah Daerah dalam melakukan investasi berdasarkan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Merevisi peraturan Bupati 
Nomor 17 Tahun 2012 tentang pendirian BUMD PT Bumi Timur Mining 
berubah nama menjadi PT. Bumi Timur Mineral dan Peraturan Bupati 
Nomor 19 Tahun 2012 tentang pendirian BUMD PT. Bumi Timur Energi 
menjadi PT. Nusa Timur Energi masih dalam proses. Akan segera 
dilakukan revisi peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang 
Penyertaan Modal ke BUMD dan akan membuat peraturan Bupati yang 
berkaitan dengan penyertaan modal yang akan disertakan oleh 
Pemerintah Daerah setiap tahun. Jika memungkinkan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan, maka dalam rangka pengendalian dana 
penyertaan modal di maksud, akan dilakukan penarikan uang yang telah 
disertakan oleh Pemerintah Daerah atau buku rekening BUMD disimpan di 
Bendahara Umum Daerah dengan persetujuan para pemegang saham, 
sambil menunggu dilakukan tahapan proses lebih lanjut sesuai ketentuan 
yang berlaku.  
BPK merekomendasikan kepada Bupati Luwu Timur agar :  
1. Mengkaji pelaksanaan investasi daerah sesuai dengan 
Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 dan Undang-undang 
Nomor 40 Tahun 2007; 
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2. Menginstruksikan DPPKAD selaku Bendaharan Umum Daerah 
untuk membuat Rencana Investasi Pemerintah Daerah dan 
Rencana Kegiatan Investasi Pemerintah Daerah.  
Secara umum dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip Good 
Corporate Governance dalam lingkup perusahaan terutama dalam 
pengelolaan BUMD tentunya harus dipahami dan di implementasikan ke 
lima prinsip tersebut secara nyata dan riil dalam praktik pengelolaan 
BUMD terutama BUMD yang berbentuk perseroan. Kelima prinsip tersebut 
antara lain: Transparancy (keterbukaan informasi), Accountability 
(akuntabilitas), Responsibility (pertanggungjawaban), Independency 
(kemandirian), dan Fairness (kesetaraan da kewajaran). 26 
Secara subtansi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas ini mengatur tentang ”lex specialist derogat 
legi generali”. Dalam undang-undang perseroan secara khusus hanya 
mengatur tentang konstruksi bentuk, proses pendirian dan segala 
sesuatau yang berkaitan dengan status badan usaha yang berbentuk 
perseroan. Dalam ketentuan permendagri No 3 Tahun 1998 dijelaskan 
bahwa bentuk dari BUMD dapat berbentuk perusahaan daerah maupun 
perseroan. Artinya konstruksi BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas 
(PT) harus tunduk pada ketentuan undang-undang ini.  
Salah satu tujuan utama pembentukan BUMD perseroan 
diimaksudkan untuk mewujudkan konsep tata kelola perusahaan yang 
baik. Dalam rangka mewujudkan kondisi tersebut maka idealnya 
                                                             
26 Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 11, No.1, Maret 2009 
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konstruksi BUMD diarahkan berbentuk perseoran. Dalam rangka 
pengelolaan BUMD yang berbentuk perseroan dapat mengadopsi konsep 
pengelolaan perusaha yang ada pada perusahaan negara yang berada 
dibawah naungan BUMN. Kerja sama di antara perusahaan-perusahaan 
yang dikenal dengan nama perusahaan kelompok (consern) atau group 
company atau perusahaan kelompok, secara umum dapat diberi 
pengertian sebagai suatu susunan dari perusahaan-perusahaan yang 
secara yuridis tetap mandiri dan yang satu dengan yang lain merupakan 
satu kesatuan ekonomi yang dipimpin oleh suatu perusahaan induk.27 
Konsep pengelolaaan perusahaan negara dikonsepkan menjadi sebuah 
konsep pengelolaan pada perusahaan kelompok dengan salah satu 
perusahaan menjadi perusahaan pengendali (Holding Company) dengan 
model prosedur terprogram.  
Konsep prosedur terprogram menggunakan konsep perusahaan 
yang pertama kali didirikan dalam grupnya adalah perusahaan holding. 
Kemudian untuk setiap bisnis yang dilakukan akan dibentuk atau diakuisisi 
perusahaan lain, dimana perusahaan holding sebagai pemegang saham 
biasanya bersama-sama dengan pihak lain sebagai partner bisnis. 
Demikianlah, maka jumlah perusahaan baru sebagai anak perusahaan 
dapat terus berkembang jumlahnya seirama dengan perkembangan bisnis 
dari grup usaha yang bersangkutan yang dapat meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah bagi Pemerintah Daerah yang mendirikan BUMD. 
  
                                                             
27 I Nyoman, Tjager. Corporate Governance, PT. Prenhalindo, 2003. 
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BAB V 
PENUTUP  
 
A. Kesimpulan  
Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari penelitian ini adalah: 
Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam permodalan 
BUMD, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam 
menetapkan kebijakan BUMD.  
1. Bentuk BUMD di Kabupaten Luwu Timur adalah Perseroan yang 
tunduk pada ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas yang 
berstatus badan hukum yang pengelolaannya mengikuti tata kelola 
perusahaan yang baik. Namun selama kurang lebih dari setahun 
BUMD di Kabupaten Luwu Timur yang berjumlah 4 (empat) Perseroan 
kurang berkembang disebabkan lemahnya kinerja perusahaan, dan 
permodalan yang tertuang dalam Peraturan Daerah nyatanya tidak 
demikian.  
2. Terkait dengan fungsi pengelolaan pada BUMD tidak terpenuhi dimana 
penulis menemukan kurangnya perencanaan investasi yang dilakukan 
oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, juga tidak telaksananya 
investasi secara optimal, penganggaran pendirian BUMD juga yang 
tidak jelas seakan BUMD ini hanyalah baru direncanakan namun 
dipaksakan keberadaannya namun hasilnya belum memberikan 
kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang 
disebabkan oleh Lemahnya evaluasi dan pengawasan dari Pemerintah 
Daerah.  
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B. Saran   
Saran penulis dalam penelitian ini adalah :  
1. Perlu adanya evaluasi yang lebih cermat dan komprehensif 
antara Pengendalian Pemerintah dan keberadaan BUMD di 
Kabupaten Luwu Timur yang juga masuk ke dalam ranah 
hukum privat sebagai badan hukum.  
2. Perlu adanya kejelasan dan kepastian hukum Peraturan Daerah 
terkait penyertaan modal daerah ke BUMD dalam meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) ataupun Peraturan Bupati yang 
menjadi payung hukum BUMD di Kabupaten Luwu Timur.  
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